
 

 

 

 BUPATI BANDUNG  

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
 

NOMOR  9  TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala 
Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan 
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945; 
 

2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita 
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 
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3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 
 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

 
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 
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12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang  Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5351); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

 
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; 

 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara Serta Penyampaiannya; 

 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 
 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
 



6 

 
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015  Nomor 9); 
 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 5); 

 
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Kelurahan Rancaekek Kencana (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012  Nomor 19); 

 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 

 
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1); 

 
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 1); 

 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 
Nomor 13); 

 
 
 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
 

DAN 

 
BUPATI BANDUNG 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 
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Pasal 1 

   
  (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah berupa laporan keuangan memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); 
c. Neraca; 
d. Laporan Operasional (LO); 

e. Laporan Arus Kas  (LAK); 
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); 
h. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah. 

 
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah. 
   

  Pasal 2 
   

  Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 
a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 

  
a. Pendapatan 

b. Belanja 

Rp4.607.669.372.893,37 

Rp4.640.192.716.482,49 

 

  Surplus/defisit ........................................ (Rp32.523.343.589,12) 

  c. Pembiayaan 

- Penerimaan 

- Pengeluaran 

 
Rp   526.080.122.611,48 

Rp       5.500.000.000,00 

 

  Pembiayaan Netto ................................... Rp 520.580.122.611,48 

   
  Pasal 3 
   

  Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 sebagai berikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                    
Rp37.741.081.858,59 dengan rincian sebagai berikut : 

  1. Anggaran Pendapatan setelah 
perubahan ......................................... 

2. Realisasi ............................................. 

 
Rp4.569.928.291.034,78 

Rp4.607.669.372.893,37 
  Selisih lebih/(kurang)   Rp    37.741.081.858,59 
   

 
  b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                             

(Rp450.144.381.793,92) dengan rincian sebagai berikut : 
 

  1. Anggaran Belanja setelah perubahan 
2. Realisasi 

Rp5.090.337.098.276,41 
Rp4.640.192.716.482,49 

  Selisih lebih/(kurang) (Rp  450.144.381.793,92) 

   
  c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah                          

Rp487.885.463.652,51 dengan rincian sebagai berikut : 
  1. Surplus/defisit setelah perubahan 

2. Realisasi 

(Rp520.408.807.241,63) 

(Rp  32.523.343.589,12) 
  Selisih lebih/(kurang)            (Rp487.885.463.652,51) 
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  d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah            

Rp171.315.369,85 dengan rincian sebagai berikut : 
 

  1. Anggaran penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan .............................. 

2. Realisasi ............................................. 

 
Rp525.908.807.241,63 

Rp526.080.122.611,48 
  Selisih lebih/(kurang) Rp       171.315.369,85 
   

  e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah          
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

  1. Anggaran pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan .............................. 

2. Realisasi ............................................. 

 
Rp   5.500.000.000,00 

Rp   5.500.000.000,00 
  Selisih lebih/(kurang)     Rp                        0,00 

 

  f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah                      
Rp171.315.369,85 dengan rincian sebagai berikut : 

  1. Anggaran Pembiayaan neto setelah 
perubahan………………………………….. 

2. Realisasi ............................................. 

 
Rp520.408.807.241,63 

Rp520.580.122.611,48 
  Selisih lebih/(kurang) Rp       171.315.369,85 
    

  Pasal 4 
   

  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 

 
  a. Saldo Anggaran Lebih Awal ……………..... 

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan …………….... 
Sub Total ………………………………………. 

c. Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan 
Anggaran (SILPA/SIKPA)…………….......... 

Sub Total ………………………………………. 
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 

Sebelumnya …………………………………… 

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir ………………. 

Rp525.908.807.241,63 
 

Rp525.908.303.877,48 
Rp              503.364,15 

 
Rp488.056.779.022,36 

Rp488.057.282.386,51 
 (Rp             503.364,15) 

 

Rp488.056.779.022,36 
    

  Pasal 5 
   

  Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 
Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 

 

  a. Jumlah Aset ............................................ 
b. Jumlah Kewajiban ................................... 

c. Jumlah Ekuitas Dana ............................. 

Rp8.953.457.254.280,84 
Rp     23.825.724.473,64     

Rp8.929.631.529.807,20 
    

  Pasal 6 
    
  Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c 

Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 
 

  a. Pendapatan-LO ……………………………….. 
b. Beban-LO ………………………………………. 

c. Pos Luar Biasa ……………………………….. 
d. Surplus/defisit-LO …………………………… 

Rp5.195.718.795.298,42 
Rp4.803.770.909.768,61 

Rp       4.013.637.734,00 
Rp   387.934.247.795,81 
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  Pasal 7 
   

  Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 

2016 sebagai berikut : 
 

  a. Saldo Kas Awal per 1 Januari tahun 2016 

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi ............... 
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi …………. 

d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan ……… 
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris .......... 

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 
2016....................................................... 

Rp 525.918.976.861,63   

Rp 536.681.686.914,38  
(Rp574.205.030.503,50) 

(Rp       328.181.266,00) 
(Rp           8.707.384,15)      

 
Rp 488.058.744.622,36    

   

  Pasal 8 
   

  Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf 
d Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 

 
  a. Ekuitas Awal ………………………………….. 

b. Surplus/defisit-LO …………………………... 

c. Koreksi Ekuitas Lainnya …………………… 
d. Ekuitas Akhir …………………………………. 

Rp  7.815.859.924.764,77 
Rp     387.934.247.795,81 

Rp     725.837.357.246,62 
Rp  8.929.631.529.807,20 

   
   

Pasal 9 
   
  Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g 

tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

   
   

Pasal 10 
   
  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 
a.  Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas; 

 Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah dan 
organisasi; 

 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
 Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program dan kegiatan; 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 
urusan pemerintahan daerah dan fungsi 

dalam kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 
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b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; 
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih; 
j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan 

Penyisihan Dana Bergulir; 
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan 
Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

m Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 
Pekerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum 

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan 
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 

Anggaran Berikutnya; dan 
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 
 

   
   

 
Pasal 11 

   
  Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan 

daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

   
   

 
Pasal 12 

 
   
  Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

   
 

Pasal 13 

 
   

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 
 



11 

 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung. 
 
 

 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal  

 
 BUPATI BANDUNG, 

  
  
  

  
 DADANG M. NASER 

  
Diundangkan di Soreang  

pada tanggal   

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

  
  
  

SOFIAN NATAPRAWIRA 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2017  NOMOR   

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA     
BARAT : (12/161/2017) 


